DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Amiruddin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT. Raja
Grafindo Persada, 2006.

Igbal, Muhammad, Figh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam,
Jakarta: Kencana, 2014.

M. Hadjon, Philipus, Pengantar Hukum Perizinan, Yuridika, Surabaya;
1993.

Muh, Fitrah, Metodologi Penelitian; Penelitian Kualitatif, Jawa barat: Cv.
Jejak, 2018.

Nurchotimah, Aulian Sholichah Iman, Pengawasan Pelayanan Publik,
edisi ke -1, Yogyakarta : Jejak Pustaka, 2021.

Rahmawati, Sururama dan Amalia Rizki, Pengawasan Pemerintahan,
Bandung: Cendekia Press, 2020.

Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Depok : Rajawali Pers, 2020.

Ridwan, Juniarso dan Achmad Sodik Sudrajat, Hukum Administrasi
Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik, Bandung : Nuansa
Cendekia, 20009.

Sudrajat, Tedi, dan Endra Wijaya, Perlindungan Hukum Terhadap
Tindakan Pemerintah, Jakarta; Sinar Grafika, 2020.

Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif dan R&G, Bandung:
Alfabeta, 2012.

Sutedi, Andrian, Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik,
Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Victor M, Situmorang dan Yusuf Juhir, Aspek Hukum Pengawasan
Melekat Dalam Lingkungan AparturPemerintah, Jakarta: Rineka
Cipta, 1993.



Wanardi, Kepemimpinan Dalam Manajemen, Jakarta : Rineka Cipta,
2000.

Warpani, Suwardjoko, Merencanakan Sistem Perangkutan, Bandung :
ITB, 1990.

Warpani, Suwardjoko,Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,
Bandung: ITB Press, 2002.

Y. Sri Pudyatmoko, Perizinan Problem dan Upaya Pembenahan, Jakarta:
Grasindo 2009.

Jurnal :

Irma Purnamasari, Kualitas Pelayanan Publik Dalam Pembuatan Izin
Trayek Oleh DLLAJ Kabupaten Bogor, Jurnal GOVERNANSI
Vol. 2, No. 1, April 2016 Fakultas IImu Sosial dan Politik
Universitas Djuanda.

Noer Rohmah, “Pengawasan Pendidikan Dalam Perspektif Al-Qur’an dan
Hadits” dalam Tarbiyatuna: Jurnal Pendidikan Ilmiah, Vol. 4,
No. 2, Desember 2019 Dosen Tetap STIT Ibnu Sina Malang.

Selisa A. Manambe, Joorie M. Ruru, Deysi L. Tampongangoy,
Pengawasan lzin Trayek Angkutan Umum Wawonasa Di Dinas
Perhubungan Kota Manado, Jurnal Administrasi Publik Vol. 4
No. 65, Desember 2018 Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
Universitas Sam Ratulangi.

SKripsi :

Fajrudin, “Pengaturan Dan Pelaksanaan Angkutan Umum Berdasarkan
Uu No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
Dalam Era Otonomi Daerah Studi Kasus di Kota Serang”.
Skripsi: Fakultas Syariah, Universitas Islam Negri Sultan
Maulana Hasanuddin Banten, 2019.

Agnes S. Ambarita, “Peran Dinas Perhubungan, Komunikasi dan
Informatika Kota Serang Terhadap Pengaturan Trayek Angkutan
Umum di Kota Serang”. Fakultas :Ilmu Sosial Dan [lmu Politik,
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2012.



Much. Z Faqu Rohman, “Implementasi Pasal 104 Peraturan Menteri
Perhubungan Nomor Pm 15 Tahun 2019 Tentang
Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor
Umum Dalam Trayek Perspektif Figh Siyasah Studi Di Dinas
Perhubungan Kota Bandar Lampung”, Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021.

Situs Web :

Tangerang Daily, “400 Angkutan di Kabupaten Tangerang Tak ada Izin
Trayek.,” https://tangerangdaily.id/berita/400-angkutan-di-
kabupaten-tangerang-tak-ada-izin-trayek.

Muhsin  Al-Bantani, “Ayat dan Hadits tentang Pengawasan,”
https://muchsinal-mancaki.blogspot.com/2011/09/ayat-dan-
hadits-tentang-pengawasan.html.

Hestanto, “Tinjauan Umum Tentang Perizinan,” https:// www .hestanto.
web. id/tinjauan-umum-tentang-perizinan.

“Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang,” https:/ /idalamat. com/
alamat/40201/dinas-perhubungan-kabupaten-
tangerang#google_vignette.

“Gambaran Umum Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang,” https://
123dok. com/article/gambaran-umum-dinas-perhubungan-
kabupaten-tangerang.qv81jndz.

Wawancara :

Wawancara dengan Bapak M. Adi Faidzal, selaku Kepala Bidang
Angkutan Jalan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang
pada tanggal 24 September 2023.

Wawancara dengan Bapak Dadan, selaku Supir Angkutan Pedesaan pada
tanggal 14 September 2023.

Wawancara dengan Bapak Udin, selaku Supir Angkutan Pedesaan pada
tanggal 15 September 2023.

Undang-Undang :


https://idalamat.com/alamat/40201/dinas-perhubungan-kabupaten-tangerang#google_vignette
https://idalamat.com/alamat/40201/dinas-perhubungan-kabupaten-tangerang#google_vignette
https://idalamat.com/alamat/40201/dinas-perhubungan-kabupaten-tangerang#google_vignette

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan.

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 Kabupaten Tangerang Tentang
Penyelenggaraan Perhubungan.

Peraturan Bupati Kabupaten Tangerang No0.93 Tahun 2016 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas,dan Fungsi, Serta Tata
Kerja Dinas Perhubungan.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara

Daftar Pertanyaan Wawancara

1.

Bagaimana Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang
mengidentifikasi dan melakukan pengawasan terhadap angkutan
umum yang tidak memiliki izin trayek?

Apa upaya yang telah diambil oleh dinas untuk mengatasi masalah
angkutan umum ilegal, terutama yang beroperasi tanpa izin
trayek?

Bagaimana dinas menangani kasus pelanggaran terhadap angkutan
umum ilegal, termasuk sanksi yang diterapkan terhadap
pengemudi atau pemilik kendaraan?

Apa hambatan yang dihadapi Dinas Perhubungan Kabupaten
Tangerang dalam pengawasan terhadap angkutan umum tanpa izin
trayek?

Kenapa angkutan umum tanpa izin trayek masih beroperasi?



Lampiran 2 Dokumentasi Penelitian

Gambar 1 : Dokumentasi dengan Bapak M. Adi Faidzal Kepala Bidang
Angkutan Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang




Gambar 3 : Dokumentasi dengan Bapak Udin Supir Angkutan Pedesaan




